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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME, tim peniliti dapat
menyelesailkan tahapan Laporan Final Survel Pengkuran Kepuasan Masyarakat
Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2017, atas kerjasama Badan Perencanaa Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pusat Studi Kebijakan Publik LP3M
Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penelitian ini tim peneliti mengambil 11 unit analisis terdiri atas 10
pelayanan pada kantor Kecamatan se-HSU, dan satu layanan pada Kantor Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan jumlah
sampel keseluruhan sebanyak 460 sample. Hasil temuan lapangan persepsi public ini
dianalisis dengan metode indeks dan diagram kertasius untuk memastikan adanya

rekomendasi dan bahan evaluasi pada tahun berikutnya atas layanan yang dibuat.

Daam kesempatan ini, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten HSU,
petugas pada Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja, dan pegawal pada Kantor Camat se-HSU. Harapan kami, semoga hasil
penelitian ini bermanfaat dan menjadi rekomendasi untuk membuat perbaikan
pelayanan pada kebijakan berikutnya.

Banjarmasin, November 2017

Ketua Tim Pendliti
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan lembaga publik yang domainnya berhubungan dengan
publik, sangat jarang melihatnya dalam perspektif pengguna layanan atau
publik, terutama menyangkut aspek kepuasan atau customer satisfaction
(Ciommon, Flynn, dan Mellon, 1993). Paradigma good governance dan
penyelenggaraan otonomi Daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun
1999 yang telah diperbaharui melalui UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara fundamental
memiliki tujuan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik
pembangunan kepada masyarakat lokal serta mengupayakan terciptanya
pemerataan pembangunan. Pasalnya, good governance dan desentralisas
mengamanahkan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasiond
maupun daerah, untuk menerapkan prinsip akuntabiliti, transparang,
responsifitas, partisipasi (participatory democracy). Di samping itu, dengan
desentralisasi maka penyelenggaraan pelayanan publik-pembangunan oleh
pemerintah daerah sgjatinya bersendikan kepada kebutuhan masyarakat 1okal.

Pemerintah Daerah sebagal service provider dan service arranger
memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbaga kebutuhan
masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam
menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas



pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan
evaluas untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit
Organisasi/Perangkat Daerah.

Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk
menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja
pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi-Pemerintah Daerah) dan
pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan
atau publik. Namun, kedua pendekatan ini tidaklah dilihat secara dikotomis,
melainkan sebaga rangkaian kesatuan yang saling mempengaruhi (Dwiyanto,
dkk : 2002).

Penilaian kinerja pelayanan publik berdasarkan perspektif pemberi
layanan dewasa ini tidak lagi menjadi alat ukur yang dominan, tetapi seiring
dengan tuntutan good governance dan demokras maka penggunaan perspektif
pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan publik sudah menjadi suatu
keharusan sebagai tolak ukur menilai kinerja pemerintahan. Kecenderungan
yang terlihat dalam penelitan yang dilakukan untuk menilai kinerja sektor
publik tersebut sangat jarang yang melihatnya dari perspektif penggunalayanan
atau publik, terutama menyangkut aspek kepuasan atau customer satisfaction,

demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia.

Daam kerangka otonomi daerah dewasa ini yang terkait erat dengan
prinsip-prinsip demokrasi sebagal landasannya. Maka, pendekatan dari
perspektif publik sebagai pengguna layanan dalam menilai  kinerja pelayanan
harus menjadi perhatian penting untuk mengetahui sejauh apa pelayanan yang
disediakan telah memenuhi harapan, kepuasan maupun kebutuhan publik lokal
lainnya sebagai konstituennya. Hal ini sgjalan dengan prinsip representative
democracy, dimana keterwakilan publik lokal tidak hanya sebatas pada wakil-
wakil mereka di DPRD, tetapi juga harus merepresentasikan kebutuhan dan
kepentingan mereka yang terwujud dalam kebijakan maupun program-program



pembangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dirasakan sertanilai
oleh masyarakatnya.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman  Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan
Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh institus
pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survey
Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelanggaraan
pelayanan.  Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa
kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik.
Sebagai tindak nyata dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara telah menetapkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat berdasarkan Keputusan Menpan No. 25 Tahun 2004.
Keputusan Menpan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah
untuk mengevaluasi penyelanggaraan pelayanan publik sekaligus sebaga alat

untuk meningkatkannya.

Selanjutnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
yang menegaskan pentingnya pelayanan publik melibatkan partisipas
pengawasan masyarakat atas kinerja dan layanan yang diberikan pemerintah
sebagal penyedia jasa dan masyarakat sebagal pengguna jasa. Kemudian
PerMen-PAN Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan menekankan pada standar pelayanan, Standar Operasional Pelayanan
(SOP), Penyelenggara Pelayanan Publik, Tim Penila Pusat, Kinerja Unit
Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam Per-Men-PAN
Nomor 38 Tahun 2012 tersebut ada beberapa instrument peniliaan yakni:

1. Vis Mis dan motto pelayanan

2. Standar Pelayanan dan Maklumat pelayanan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4
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Sarana dan Prasarana pelayanan
Penanganan Pengaduan

Indeks Kepuasan M asyarakat
Sistem Informasi Pelayanan Publik
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Produktivitas dalam pencapaian target.

Semua aktifitas peningkatan pelayanan publik merupakan penjabaran
dari hargpan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
yang menekankan asas-asas, kepentingan umum, kepastian hokum, kesamaan
hak, keseimbangan hak dan kewagjiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan
perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan

keterjangkauan.

1.2. Urgens Survei

Demikian pula halnya dengan kinerja pelayanan publik pada Satuan -
unit kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya pelayanan
umum, pelayanan perizinan dan pelayanan dasar, maka kontrol dan melihat
dalam perspektif publik menjadi suatu keharusan untuk menjadi bahan evaluas
terhadap kinerja guna perbaikan pelayanan dan mekanisme kerja satuan unit
kerja daerah tersebut.

Pada tahun sebelumnya telah ada hasil survey yang sama berkaitan
dengan persepsi publik atas layanan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
dimana menegaskan hasil Baik (B) pada kinerja pemerintah. Namun demikian
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, pentingnya survey dilakukan
berkala setigp tahun sekali dengan tujuan mencermati fenomena dan dinamika
layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan memberikan
rekomendasi-rekomendasi dalam perbaikan layanan pada masa yang akan

datang.



Untuk itu pada rencana kegiatan survey kepuasan masyarakat tahun

2016 meliputi beberapaisu-isu publik diantaranya berkaitan dengan:

1. Penelitian menekankan pada point ke-7 dari Per-Men-PAN Nomor 38 Tahun
2012 tentang pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi pengukuran
persepsi dan harapan masyarakat selaku pengguna jasa, melakukan Analisis
dan Pemetaan terhadap kinerja pelayanan dan persepsi serta harapan
masyarakat di setiap SKPD beberapa jenis layanan yang diberikan terhadap
layanan publik, khususnya SKPD Kantor Palayanan Terpadu Satu Pintu dan
layanan pada Kantor Kecamatan se- HSU.

2. SKPD dan lokasi layanan serta jenis pelayanan yang diukur mengacu kepada
Kerangka Acuan Kerjayang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

3. Pengukuran tetap dengan menggunakan 9 (Sembilan) indicator dari
Keputusan MenPAN Nomor 16 Tahun 2014.

4. Survel diikuti dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan fenomena
lain sebagai penguat atas data kuantitatif dari data angket.

5. Memungkinkan melakukan perluasan objek survey setelah dilakukan
kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Lima ha ini yang menjadi mapping issu yang diturunkan menjadi beberapa
variable dan indikator dalam menyusun kuisioner yang dibutuhkan untuk
kepentingan survey persepsi kepuasan kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan survey ini adalah:

1. Mengukur indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungal Utara berkaitan dengan kinerja pelayanan publik pada masing-
masing SKPD yang ditetapkan.

2. Mempetakan kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
yang berhubungan langsung dengan publik menurut persepsi pengguna

jasa.



3. Mengidentifikasi harapan masyarakat akan pelayanan publik Kabupaten
Hulu Sungai Utara.

Sedangkan tujuan dari kegiatan survey ini adalah:

1. Terukurnya indeks kepuasan publik berkaitan dengan kinerja pelayanan
publik pada SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan untuk
tahun 2017.

2. Terpetakannya kinerja SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan
yang berhubungan langsung dengan publik menurut persepsi pengguna jasa
tahun 2017

3. Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017.

4. Membandingkan hasil survey sebelumnya dengan hasil survey tahun
sebelumnya (jika ada).

1.3 Sasaran dan Manfaat

Sasaran dan manfaat kegiatan survey ini adalah:

1. Tersedianya kajian hasil kepuasan publik terhadap kinerja pelayanan publik
sebagai bahan acuan dasar dalam perbaikan kualitas pelayanan dan kinerja
pemerintahan.

2. Diperolehnya nilai indeks dan persepsi tahun 2017 untuk menjadi indikator
pada tahun-tahun berikutnya, dimana memungkinkan munculnya inovasi-
inovasi baru yang sangat diperlukan dalam layanan kepada masyarakat
yang lebih baik sesuai dengan tuntutan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai

Utara



TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pelayanan Publik

Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan tugas utama dalam
administrass negara yang dilakukan oleh aparatur negara. Perkembangan
yangmuncul di sgumlah negara dalam bidang pelayanan publik menunjukkan
adanya pergeseran lebih ke arah penerapan pninsip orientas pasar dalam
penyediaan pelayanan (Osborn dan Gaebler, 1999). Ini berarti bahwa pelayanan
yang diberikan pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap
masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan pninsip catalytic government, yang
mengandung arti bahwa aparatur pemerintah dalam membenikan peiayanan
publik bertindak sebagai katalisator, memberikan kemudahan dan kelancaran.
Untuk itu dibutuhkan vis yang jelas daam memberikan pelayanan yang
terdepan untuk masyarakatnya.

Daam konteks ini pemerintah lebih bertindak sebagai regulator
disbanding implementor atau aktor pelayanan. Oleh karena itu pemeniritah
perlu memberdayakan kelompok masyarakat itu sendiri sebagal penyedia atau
pelaksana pelayanan. Sementara itu pemerintah hanya membantu masyarakat
agar mampu membantu dirinya sendiri (helping people to help themselves),
yang merupakan prinsip self-he/p atau steering rather than rowing dalam
gagasan Reinventing Gover nment.



Dipandang dan sisi masyarakat, tuntutan pelayanan terus mengalami
perubahan yang didorong oleh arus globalisasi. Di samping itu tuntutan
masyarakat mempunyal perbedaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat
kebutuhan dan nila yang berlaku pada masing-masing individu maupun
kelompok masyarakat. Hal ini membuka cakrawala baru bagi aparatur untuk
semakin berperan secara lebih baik dalam membantu masyarakat memenunhi

kebutuhannya.

Melalui diterapkannya kebijakan UU nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, dilihat dari sisi pelayanan pubik, diharapkan point of
delivery menjadi lebih pendek, dalam arti titik antaran pelayanan menjadi lebih
dekat ke masyarakat. Konsekuens logisnya adalah perlu pelimpahan
kewenangan menyangkut pelayanan publik pada tingkatan pemenintah di
bawahnya, utamanya pemerintah kecamatan. Demikian penyempurnaan pada
Undang —Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.25 Tahun 29
Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan yang dilakukan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam
pelayanan administrasi dan pelayanan pembangunan (Hoesein, 1995),sedangkan
berdasarkan fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik terdapat 3
fungs pelayanan. Pertama, environmental services. Bentuk ini mencakup
penyediaan sarana dan prasarana lingkungan (dalam arti luas) antara lain jalan,
jembatan, drainase, jembatan dsb. Juga termasuk dalam bentuk layanan ini
adalah personal services antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan,
keagamaan dan sebagainya. Kedua, developmental services. Layanan bentuk
ini lebih bersifat memampukan dan memfasilitasi (enabling and facilitating),
atau sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan
perekonomian termasuk pelayanan yang berupa pelayanan administrative yang
bersifat legalitas misalnya melegalkan sesuatu kepemilikan atau keberadaan
seseorang individu dalam masyarakat yang berbentuk pelayanan penijinan,
KTP, akte kelahiran, dan sebagainya. Ketiga, protective services Bentuk ketiga
ini lebih bersifat pemberian pelayanan keamanan dan perlindungan yang



dilakukan oleh polisi pamong praja, militer, bahaya kebakaran, bencana alam
dan sebagainya.

Sementara itu menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003,
pelayanan publik dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:
1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik seperti kewarganegaraan,
sentifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang
dan sebagainya. Yang termasuk dalam Kelompok ini adalah KTP, BPKB,
SIM, SINK, IMB, Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan
sebagainya.

2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagal bentuk
atau lenis barang yang digunakan oleh publik. Yang termasuk dalam
kelompok ini misalnya jaringan telepon, penyediaan tenagal listrik, air bersih
dan sebagainya.

3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa
yang dibutuhkan oleh publik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan

sebagainya.

2.2. Pengukuran Kinerja Layanan Publik

Dalam berbagai literatur tentang reformasi pelayanan publik, terdapat
ragam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai kinerja
pelayanan publik tersebut. Salim & Woodward (1992) misalnya, menggunakan
4 (empat) tolok ukur utama untuk menentukan kinerja pelayanan umum yang
terdiri dari economy, efficiency, effectiveness, dan persamaan pelayanan.
Aspek ekonomis dilihat sebagai strategi dalam menggunakan sumber daya
dengan seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan
publik. Aspek efisienss menekankan pada suatu kondisi tercapainya
perbandingan yang proporsional antara input pelayanan dengan output
pelayanan. Aspek efektivitas adalah untuk melihat tercapainya pemenuhan
tujuan atau target yang telah ditetapkan dan aspek persamaan pelayanan



(keadilan) dilihat sebagai ukuran untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk
pelayanan telah memperhatikan aspek keadilan dan membuka akses yang sama
bagi publik untuk mendapatkan pelayanan. Sedangkan Rogers (1990: 61)
mengenalkan model ‘Three E’s’ yang terdiri dari: economies, efficiency, dan

effectiveness.

Pertama, economies yang diartikan sebagai seberapa besar biaya
yang dikeluarkan untuk mendapatkan resources yang dibutuhkan. Kedua,
Efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input yang dibutuhkan.
Sedangkan yang ketiga, efektifitas adalah hasil akhir dari pelayanan dikaitkan
dengan outputnya. Dan yang dimaksud Out-Comes adalah nilai tertinggi atau
keuntungan pelayanan bagi pengguna sebaga perpaduan kebutuhan pengguna
dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat pelayanan
adalah volume pelayanan kaitannya dengan target populasi yang dapat
dijangkau. Take up (propors target populasi menggunakan pelayanan) di sini
adalah perhitungan yang didasarkan atas indikator kegunaan paling tinggi dari
kualitas pelayanan yang diberikan. Secara ringkas dapat digambarkan dalam
bagan berikut:

Gambar 1. ThreeE's

EFFICIENCY EFFECTIVENESS
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Lebih lanjut menurut Rogers (1990) dalam menilai Kinerja Pemerintah
harus dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada empat dimens
yakni: (1) tingkat komitmen sumberdaya manusia terhadap organisasinya; (2)
tingkat orientasi pemerintahan kepada masyarakat; (3) tingkat keaktifan sebagal
produsen pelayanan; (4) tingkat keteraturan birokrasi. Keempat dimensi tolok
ukur tersebut secara rinci terbagi menjadi 14 tolok ukur yang sebelumnya
dilakukan perincian atas 8 kriteria dasar: dimensi | di atas menjadi dua, yakni:
tingkat Kketerlibatan pegawai dan pengembangannya; dimens |l tingkat
penyesuaian dan daya tanggap; dimensi 111 tujuan dan hasil; dimensi IV stabilitas

dan pengawasan.

Namun demikian, dalam menilai kinerja pelayanan publik dengan
perspektif publik sebagal pengguna layanan masih terbilang jarang, padahal
penilaian kinerja tersebut selain menggunakan pendekatan dari perspektif
penyedia layanan (birokrasi-Pemerintah Daerah) juga harus memperhatikan
perspektif publik yang berkepentingan. Asumsi ini berangkat dari satu kenyataan
bahwa secara umum pelayanan yang disediakan belum mencapai suatu tingkat
pemenuhan kebutuhan seperti yang diharapkan oleh masyarakat lokal. Dalam
kerangka demokrasi lokal, masyarakat sebagai konsumen dan konstituen
memiliki hak untuk menyatakan puas atau tidak puas terhadap setiap pelayanan
publik yang dirasakan.

Dengan berkembangnya tuntutan publik akan kinerja pelayanan publik
yang bailk maka telah mendorong pula perkembangan penerapan penilaian
kinerja pelayanan publik dengan melandaskan pada pendekatan service quality
(servqual), bahkan di Negara-negara maju isu tentang kepuasaan publik terhadap
kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi perhatian penting dalam
setigp pemilihan umum, pasalnya publik selain sebagai pengguna layanan juga
merupakan konstituen dari partai-partai politik yang memperebutkan suara untuk
menduduki kursi eksekutif dan parlemen.

Secara singkat dinyatakan bahwa customer atau consumer (publik
pengguna layanan) atau user adalah bagian dari lingkungan eksternal yang
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melingkupi organisasi publik yang dapat menghasilkan demand maupun support
dalam setiap produk kebijakan dan program yang dihasilkan. Dengan demikian,
memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepuasan publik dalam menggunakan
layanan yang disediakan menjadi titik perhatian penting bagi kelangsungan
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Hughes,1994,p.214-216).

Daam menilai kinerja pelayanan publik dengan mengacu pada kepuasan
publik sebagai pengguna layanan tersebut, Parasuraman et all. (1988)
mengajukan beberapa indikator kepuasan publik, yaitu, pertama, tangible, yaitu
kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana fisk yang kasat mata, misanya
berupa fasilitas atau sarana perkantoran, komputerisasi, administrasi, ruang
tunggu, tempat informasi dan sebagainya. Kedua, reliability, yaitu kemampuan
dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Ketiga,
responsiveness, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
Keempat, assurance, yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun
pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Kelima, empathy, yaitu

sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap konsumen.

Berikut ini secara sederhana dipaparkan operasionalisasi konsep kelima

indikator pada masing-masing variabel tersebut dalam bagan dibawah ini:
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Gambar 3. Operasionalisasi Konsep

VARIABEL “KENYATAAN"”

Namun demikian peneragpan pendekatan servqual tersebut hendaknya
memperhatikan pula pengukurannya terhadap dua dimensi yang terkait yaitu, disatu
sis penilaian servqual dilakukan pada dimensi konsumen (consumer), sedangkan
disis lain penilaian juga dilakukan pada dimensi provider (penyedia layanan) atau
secara lebih operasional terhadap kemampuan kualitas layanan dari mereka yang
ada tingkat front-line service. Dengan melakukan penilaian terhadap dua dimensi
tersebut maka akan terlihat kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan
yang dialami oleh para pengguna layanan tersebut. Perbedaan ini terjadi antara
persepss mangemen (hingga front-line service) terhadap harapan-harapan
konsumen tersebut. Dalam menjelaskan perbedasan tersebut Zeithaml-
Parasuraman-Berry memaparkan terdapat lima kesenjangan dalam service quality,
yaitu, pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dengan perseps
manajemen. Terjadi antara dimensi konsumen dengan dimensi mangemen pada
tingkat atas.

Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab adalah pertama, perusahaan
atau organisas kurang berorientas pada riset pasar. Kedua, ketidakcukupan

komunikasi ke atas secara hirarkis dan ketiga, jenjang struktur organisasi yang
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terlalu bertingkat sehingga menimbulkan jarak yang jauh antara para pembuat
kebijakan dengan front line.
Kedua, kesenjangan antara persepss manajemen terhadap
harapankonsumen dengan spesifikasi kualitas pelayanan. Terdapat dua faktor
utama yang menjadi penyebab gap ini, yaitu; pertama, komitmen manaemen

terhadap kualitas layanan yang rendah; kedua, standarisasi tugas belum tersedia.

Ketiga, kesenjangan antara spesifikas kualitas pelayanan dengan
kenyataan delivery service di tingkat bawah. Gap ini terjadi karena suatu
perusahaan atau organisas belum memiliki spesifikas atau suatu citra
pelayanannya yang khas Faktor-faktor penyebabnya adalah, Pertama, role
ambiguity, atau kecenderungan yang menimpa front line service terhadap kondisi
bimbang dalam memberikan pelayanan karena tidak terdapatnya
kepastian/standarisasi dari tugas mereka. Kedua, role conflict, kecenderungan
dimana para pegawai merasa tidak memilik kemampuan untuk memuaskan
pelanggan. Ketiga, tidak ada kesesuaian antara skill pegawal bidang tugas yang
sesuai. Keempat, kurangnya teknologi yang sesuai. Kelima, tidak ada kesesuaian
antara sistem kontrol/evaluas dengan sistem imbalan bagi pegawai. Keenam,

kurang teamwork.

Keempat, kesenjangan antara kenyataan delivery service quality
dengan komunikas terhadap pelanggan. Faktor-faktor penyebabnya adalah,
pertama, ketidakpastian komunikasi horizontal antara level operasional, antara
bagian penjua-bagian operasional, dan antara cabang-cabang dengan induk
organisasi. Kedua, kecenderungan menjanjikan sesuatu pada konsumen secara
berlebihan.

Kelima, kesenjangan yang terjadi pada “harapan” konsumen dengan

“persepsi” tentang pelayanan. Secara keseluruhan gap atau kesenjangan pada

kedua dimensi (customer dan provider) digambarkan dalam bagan | berikut:
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Gambar 4.

Model Konseptual Service Quality (Servqual)
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(Sumber : Zeithaml-Parasuraman-Berry, 1990)

Sedangkan berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan
dalam keputusan MenPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 telah ditetapkan ada
14 unsur yang relevan, valid, reliable. Kemudian disederhanakan dengan
Keputusan MenPAN Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survel
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan
indicator:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
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2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pel ayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyel esaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. BiayalTarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetens Pelaksana
Kompetens: Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi  pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adal ah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara

pel aksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sebanyak Sembilan indikator terbaru inilah yang dijadikan sebagai
indikator dalam melakukan survey kepuasan publik pada Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Utara.
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BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1. Lingkup Kegiatan Penyusunan Indeks K epuasan Masyar akat
Lingkup kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan kegiatan
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD ditetap
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :
a. Konsolidasi Awal
Kegiatan ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub kegiatan yang
terdiri dari :

1. Melakukan kontak dengan Tim teknis Kabupaten Hulu Sungai Utara
khususnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten
Hulu Sungai Utara sebagai upaya untuk memperoleh masukan data eksisting
kegiatan pelayanan publik yang telah direkam SKPD masing-masing.

2. Pengumpulan data pustaka, terkait dengan data pelayanan publik yang
menjadi objek studi pada instans pelaksanannya, berkaitan dengan
ketentuan peraturan yang mendasarinya, dan cakupan pelayanan yang dapat
dilakukan dinas.

b. Persiapan Survai Lapangan
1) Desain studi lapangan. Kegiatan ini berkaitan dengan pembuatan
rancangan pengambilan sampel, penentuan responden bak yang
bersifat individu maupun instansi/SKPD.
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2)
3)
4)

Perumusan indikator dan penyusunan kuesioner.
Persiapan surat tugas bagi tenaga ahli dan surveyor.
Koordinasi tim lapangan

c. Pelaksanaan Survai L apangan

1)

2)

Pengumpulan data sekunder dari instansi/dinas yang melakukan
pelayanan publik (1- 2 tahun terakhir).
Melakukan wawancara dengan responden dan petugas pelayanan di

masing-masing SKPD yang ditetapkan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

d. Pengolahan Data Hasil Survai Lapangan

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Pengolahan manual, yaitu melakukan verifikas hasil penyebaran
kuesioner kepada pengguna jasa layanan publik.

Pemasukan data, yaitu melakukan pemasukan data hasil penyebaran
kuesioner kepada pengguna jasa layanan publik ke dalam data base
yang sudah disiapkan sebelumnya.

Pengolahan data, yaitu melakukan pengolahan data yang sudah
disusun dalam database berupa kompilasi, perhitungan persentase,
tabulasi, maupun penyajian secara grafikal (grafik).

Penghitungan indeks kepuasan masyarakat, membuat perhitungan
indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh dari tigp unit
pelayanan maupun indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan.
Analisis hasil perhitungan indeks.

Pembuatan draft rekomendasi, yaitu rumuskan usulan peningkatan
kinerja pelayanan publik terutama bagi unit pelayanan yang masih

lemah aspek kepuasan masyarakatnya.

e. Pelaporan Kajian

1)

Penulisan laporan, yaitu menuangkan hasil pekerjaan, survai lapangan,
pengolahan dan analisis data dalam sebuah Iaporan tertulis yang akan
menjadi dokumen peningkatan kinerja pelayanan publik bagi
pengguna jasa. Laporan akan disgikan dalam laporan pendahuluan
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(progess report), draft laporan akhir (proses workshop), laporan akhir,
dan ringkasan atau executive summary.

2) Ekspose Laporan; merupakan bentuk pentanggungjawaban pekerjaan
kepada pemberi kerja.

3.2. Metode Pendlitian
Survel tentang Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja
Pelayanan Publik pada SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan
indikator kepuasan publik pengguna layanan. Dimana  pendekatan
kuantitatifnya bertolak dari suatu konsep, cara berpikir deduktif yang

berangkat dari teori-teori untuk menjawab permasalahan penelitian.

a. Unit Pelayanan dan Variabel yang Dikaji

Dalam kajian ini unit kajian adalah 11 unit pelayanan yang ada di
masing-masing SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
yakni 10 ( sepuluh) Kantor Kecamatan se- HSU dan 1 Kantor Layanan Terpadu
Satu Pintu Pemkab HSU.

Kesemua unit analisis tersebut dikaji dalam indicator menggunakan
Keputusan MenPAN Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survel
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan
indicator:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyel esaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. BiayalTarif
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Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adal ah hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetens Pelaksana
Kompetens: Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi  pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adal ah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewgjiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara

pel aksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Variabel yang digunakan dalam kagian IKM ini adalah Harapan
expectacy) dan Penilaian (Percepsi)) Masyarakat atas kualitas pelayanan yang
diberikan oleh Unit Pelayanan Publik. Variabel-variabel tersebut diberi batasan
dengan spesifikasi aktivitas atau operasi yang diperlukan agar dapat dilakukan

pengukuran.

d. Metode Pengumpulan Data
Pengumpul an data dalam kajian ini dilakukan dengan motode :
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Studi Pustaka, dilakukan untuk mendapatkan data terpercaya dari arsip
maupun penerbitan resmi Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun dari
dinas-dinas terkait.

Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan fakta
primer/langsung tentang kondisi fisik wilayah yang merupakan hasil
pengamatan |apangan secaravisual.

Survel, dilakukan untuk mendapatkan gambaran primer dan responden
tentang persepsi dan harapan tentang aspek pelayanan publik yang
dilakukan pada dinas yang dikgi dengan sampel beragam minimal 30
responden

Wawancara,, Wawancara dengan masyarakat dilakukan untuk
mendapatkan informasi tentang kondis dan harapan mengenai
pelayanan publik yang diberikan, termasuk kepada petugas penyedia
jasa yakni aparat SKPD yang ditetapkan masing-masing pada
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

e. Penentuan Sampel dan Responden

Daam kajian Indeks kepuasan masyarakat ini, obyek yang dinilai adalah
unit yang memberikan jasa pelayanan publik. Masyarakat pengguna jasa
pelayanan publik yang menjadi responden merupakan panelis yang memberikan
penilaian terhadap kinerja unit pelayanan. Skor kepuasan yang dihasilkan lebih
dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
dibandingkan pada individu responden yang terpilih. Dengan demikian skor yang
diberikan oleh responden tidak terlalu bervariasi, kecuai jika kualitas pelayanan
yang diberikan oleh suatu unit pelayanan bervariasi. Oleh sebab itu kajian ini
tidak terlau mensyaratkan teknik pengambilan sampel secara ketat. Hal ini
berbeda dengan kegiatan survei ekonomi masyarakat, yang memposisikan

masyarakat sebaga obyek yang dikaji.

Populasi responden untuk penyusunan indeks kepuasan masyarakat adalah
seluruh pengguna jasa layanan dari unit pelayanan publik. Mengingat bahwa

keragaman jawaban responden kemungkinan kecil, maka banyaknya responden
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yang dipilih dan masing-masing unit pelayanan ditentukan dengan
mempertimbangkan: tingkat pelayanan (banyaknya pengguna jasa layanan per
satuan waktu), karaktenistik dan jenis layanan, karakteristik dan pengguna jasa
layanan, kemudahan teknis, serta waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia.

a) Ukuran Sampel dan Responden
Analisis statistik yang dipergunakan dalam kajian ini berupa perhitungan
tendensi sentra (ukuran pemusatan). Ukuran pemusatan yang paling sering
digunakan adalah nilai tengah (rata-rata). Kalau data populasi tersebut berupa data
binom (1-0) nilai tengah tersebut disebut proporsi. Menurut Cochran (1977),
penduga galat baku untuk rata-rata contoh dapat dinyatakan sebagai berikut :

S S
y —_n

T

Dimana: S= gaat baku rat-rata sample

y
S= ragam baku populas,

Karena dalam kajian ini pengambilan data dilakukan secara sampling,
bukan sensus, maka nilai ragam baku populasi (S) diduga dari ragam baku sample

(s), sehingga:
S s

Y—:T

Sedangkan penduga galat baku untuk proporsi sample dapat dinyatakan
dengan formula sebagai berikut :

Sp” = p (1-p) =1 pq”, danV(p)=S%"
n

n

Dimana: V (p” ) = galat ragam proporsi
p S~ = galat ragam baku proporsi
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p = proporsi “ berhasil” dalam populasi

g = Kelompok “gagal” dalam populasi

Galat ragam merupakan ukuran presisi (ketelitian) statistik yang dipakai.
Berdasarkan rumus tampak bahwa ketelitian suatu statistik selain tergantung pada
keragaman populasi juga tergantung pada besarnya ukuran sampel, bukan ukuran
populasi (Kish, 1965). Semakin besar ukuran sampel semakin kecil ragam
gaatnya, artinya dan satu sampel ke sampel lainnya nilai statistik yang dihasilkan
tidak jauh berbeda. Untuk mencapai tingkat ketelitian tertentu, semakin besar
keragaman populasi semakin banyak sampel yang harus diambil. Sebaliknya kalau
keragaman populasi kecil, apalagi kalau seragam, sampel dengan ukuran kecilpun
sudah cukup teliti.

Pada data binom, ukuran sampel yang dibutuhkan pada tingkat ketelitian
tertentu dapat diperoleh dengan menganggap bahwa ragam populasi maksimum,
yaitu terjadi pada p=0.5, sehingga.

(0.5) (0.5) 0.25 0.25
V()= = Berartin = —
n n V(p)
Bila dikehendaki agar galat ragam baku tidak Iebih dari 0.1, atau berarti
galat ragamnyatidak lebih dari 0.12 = 0.01, maka dibutuhkan sampel sebesar.

0.25
n= =25

0.01

Pada populasi yang keragamannya kecil untuk mendapatkan ketelitian
yang sama dibutuhkan sampel yang lebih kecil, atau dengan ukuran sampel yang

sama ketelitiannya lebih besar.
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Pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat, data populasi berupa
skala ordinal | sampai 4. Dengan menganggap skala 3 dan 4 puas, sedangkan 1
dan 2 tidak puas, maka konsep binom tersebut dapat diterapkan. Sesuai dengan
hasil perhitungan di atas, banyaknya responden pada tigp unit layanan
diusahakan di atas 30 orang. Karena unit yang sebenamya diukur adalah unit
pelayanan publik, sedangkan responden hanyalah berperan sebagai panelis, maka
diduga keragamannya lebih kecil. Dengan demikian pada ukuran contoh yang
sama, ketelitiannya lebih tinggi.

Faktor lain yang dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel
adalah andlisis yang akan dipakai, biaya, tenaga, dan waktu. Menurut dalil limit
pusat, rata-rata sampel yang diperoleh dan populasi sembarang, asalkan ukuran
sampel cukup besar (n > 30) akan menyebar normal. Asumsi kenormalan ini
penting karena sebagian besar anadisis statistika berbasis sebaran normal.
Andlisis statistik yang digunakan pada kgian ini hanya berupa perhitungan
ukuran pemusatan, sehingga tidak ada desakan kebutuhan sampel yang lebih

besar.

b) Teknik Pengambilan Sampel
Teknik penarikan sampel yang akan dipakai pada kajian ini adalah:

Aksidental, dilakukan untuk populasi yang bersifat ‘mengalir’ atau terus-
menerus terjadi pertambahan sehingga tidak dimungkinkan membuat
kerangka sampel. Pengambilan contoh dilakukan terhadap pengamatan
(individu) yang kebetulan dijumpa pada suatu saat khususnya ketika
masyarakat berurusan di unit SKPD bersangkutan.

Berdasarkan hasil perhitungan galat baku, pertimbangan dalil limit
pusat, dan analisis yang dipakai, serta waktu, biaya, dan tenaga yang
dibutuhkan maka diputuskan bahwa secara umum dengan aksidental
minimal 30 orang tiap unit pelayanan di SKPD , kecuali ada pertimbangan
khusus. Rekapitulasi pengambilan sampel disgjikan pada Tabel berikut :
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Tabe 2. Cara Pengambilan Sampel dan Jumlah Responden

No Kategori SKPD Jih Teknik KET
: JenisLayanan RESP. Sampling
1 | Pelayanan Umum Kecamatan se- 400 Aksidental Rata-ratatiap
HSU kecamatan 40
responden
2 | Pelayanan Perizinan BPTSP HSU 60 Aksidental
460

f. Teknik Analisis Data
a) Perhitungan IKM
Hasil pengumpulan data penilaian dari kuesioner untuk delapan unit
pelayanan yang bersifat perijinan disgjikan dalam lembar kerja (worksheet)
sebagai berikut:

No. Responden Ul U2 U3 U4 U9

1

2

3

N

Dari masing-masing unsur dihitung nilai skor rata-rata dari semua
responden sebagai bahan penghitungan IKM. Nila IKM dihitung dengan
menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.
Daam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan
yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan
rumus sebagai berikut:

Jumlah Baobot
Bobot Nilai-Nilai Rata-Rata Tertimbang = =
Jumlah Unsur

1
— =01
9

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Total Nilai Persepsi Per unsur
X Nilai Penimbang
Total Unsur Yang Terisi

IKM =




Untuk memudahkan interpretas terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100
maka hasil penilalan tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan

rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan X 25

Masing-masing dimensi diterjemahkan dalam indikator-indikator dengan
tetap memasukkan unsur pelayanan dalam Keputusan MenPAN Nomor 16
Tahun 2014 sebagai indikator ditambah indikator-indikator lain yang relevan

dengan unit pelayanan yang dinilai.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, yaitu antara 25
— 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan dasar 25,

dengan, dengan rumus sebagai berikut:

1 KM UNIT PELAYANAN X 25

Kinerjatiap unit pelayanan menurut persepsi masyarakat pengguna jasa
pelayanan publik dikiasifikasikan menurut Keputusan MenPAN Nomor 16
Tahun 2014 seperti dalam Tabel berikut :

Tabe 4
Nilai Perseps, Interval IKM, Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nila Interva Nila Interva Mutu Kinerja Unit
Persepsi IKM Konversi IKM Pelayanan Pelayanan
1 1.00-1.75 25.00-43.75 D Tidak Baik
2 1.76 — 2.50 43.76 — 62.50 C Kurang Baik
3 251-3.25 62.51 - 81.25 B Baik
4 3.26-4.00 81.26 — 100.0 A Sangat Baik
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b. Analisis
Penggunaan konsep servqual (service quality) yang diketengahkan oleh
Zeithaml-Parasuraman-Berry (1990) menggunakan variabel-variabel dari konsep
tersebut yang terdiri dari harapan dan kenyataan. Tetapi operasiondisasi dari
tiap-tiap variabel tersebut akan diadaptasi dengan indikator dari Men-Pan dengan

9 indikator menyesuikan dengan kebutuhan penelitian

Teknik summated-rating digunakan untuk melakukan pengukuran
terhadap jawaban responden yang dioperasionalisasikan pada kelima dimensi
dari setiap variabel yakni variabel “Harapan” dan “Kenyataan”. Tahap
berikutnya adalah mengurangi nilai variabel “kenyataan” dengan “harapan”

yang hasilnya adalah nilai kesenjangan atau gap

Operasionalisasi konsep tersebut akan diturunkan dalam instrument
kuesioner. Selisih antara nilai hargpan indikator dengan kenyataannya merupakan
gap indikator, selish antara nila hargpan suatu dimensi dengan nila
kenyataannya merupakan gab dimensi, dan selisih antara nilai IKM harapan
dengan nilai kenyataannya merupakan gap IKM. Demikian juga Anadisis
Kesesuaian Tingkat Harapan dan Kenyataan.

Gambar 6 Diagram Kartesius

Y| Kuadran A Kuadran B
TINGKAT Prioritas Utama Pertahankan Prestasi
KEPENTINGAN |
<
Kuadran C Kuadran D
Prioritas Rendah | Berlebihan
X X

KENYATAAN KINERJA

Keterangan :
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Menunjukkan faktor pelayanan yang dianggap penting oleh pelanggan
daam mempengaruhi kepuasan pelanggan, tetapi puskesmas belum
melaksanakannya sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga faktor
pelayanan ini harus menjadi prioritas bagi SKPD untuk ditingkatkan
pelayanannya.

. Menunjukkan faktor pelayanan yang dianggap penting oleh pelanggan dan
SKPD telah berhasil melaksanakannya dengan baik. Oleh karenanya wajib
dipertahankan.

Menunjukkan faktor pelayanan yang dianggap kurang penting bagi
pelanggan, dan SKPD telah melaksanakan biasa-biasa sgja. Jadi faktor
pelayanan ini perlu dilaksanakan tapi dengan prioritas rendah.

. Menunjukkan butir pelayanan yang dianggap tidak penting oleh pelanggan,
tetapi kinerja SKPD sangat memuaskan, sehingga berlebihan.
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4..1. Gambaran Geogr afis, Kependudukan dan K etenagakerjaan
A. Geografis
ecara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37"
sampai 2°35°58” Lintang Selatan dan antara 114°50'58” sampai
115°50'24” Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan
ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km? atau merupakan 2,38%
dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provins
Kalimantan Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provins
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sunga  Selatan,
Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah,

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu
Sunga Tengah; dan

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur

Provinsi Kalimantan Tengah.

29



Sampai dengan akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten Hulu
Sungai utaraterdiri dari 10 Kecamatan, Luas Masing — masing Kecamtan yaitu:
Kecamatan Danau Panggang (224,49 km2 ), Kecamatan Paminggir (156,13
km2), Kecamatan Babirik (77,44 km2), Kecamatan Sungai Pandan (45,00
km2), Kecamatan Sungai Tabukan (29.24 km?2), Kecamatan Amuntai Selatan
(183,16 km2), Kecamatan Amuntai Tengah (57,00 km2), Kecamatan Banjang
(41,00 km2), Kecamatan Amuntai Utara (45,09 km2), Kecamatan Haur
Gading (34,15 km2). Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti
terlihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabe 4.1.
Pembagian Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

ot e[S oot

1. | Danau Panggang 22449 | 25,15

2. | Babirik 77,44 8,67 - 23
3. | Sungai Pandan 4500| 5,04 - 33
4. | Amuntai Selatan 183,16 | 20,52 - 30
5. | Amuntai Tengah 56,99 6,38 5 24
6. | Banjang 41,10 | 4,60 - 20
7. | Amuntai Utara 45,00 504 - 26
8. | Haur Gading 34,15 3,83 - 18
9. | Sungai Tabukan 2924 | 3,28 - 17

10 | Pami niiir 156,13 | 17,49 - 7

Sumber : Data BPSKab.Hulu Sungai Utara Tahun 2016

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka
Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan yang memiliki luas
wilayah terbesar yang mencapai 25,15%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai
daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki [uasan
terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 3,26%. Secara lengkap
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proporsi masing-masing kecamatan terhadap luasan wilayah Kabupaten Hulu
Sungai Utara dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 4.1.

Per sentase L uas K ecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

'3-.!,1"1; an Fam NG gIr Danau
Tabukan 17 455% Pagoan)
32E% | 25 15%
Haur Gadng
3 E2%

Agmundal
Utara
S 04%

Babunk

867%

Banjang
4 60%

- sunga Pandan
Tengah aelatan 045

6.30% 20.32%

Sumber : Data BPS Kab.Hulu Sungai Utara Tahun 2016
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Gambar 4.2.
Peta Orientasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

PETA ORIENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINS| KALIMANTAN SELATAN

Sumber : Data BPS Kab.Hulu Sungai Utara Tahun 2016
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Gambar 4.2.
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara
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Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), Seluruh dataran
di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada ketinggian O sampai 7 meter dari
atas permukaan laut.

Berdasarkan Kemiringan Permukaan Tanah, Seluruh wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki Kemiring Berkisar antara 0 sampai 2
dergat. Menurut drainase tanah, hampir seluruh wilayah Kabupaten Hulu
Sungal Utara tergenang secara periodic. Luas tanah yang tergenang secara
periodik adalah 88.220 Hektar. Kecamatan dengan luas tanah yang tergenang
secara periodic terbesar adalah kecmatan Danau Panggang. Luas tanah
tergenang secara periodik di Kecamatan Danau Panggang mencapai 22.449
Hektar.

Luas tanah menurut kedalaman efektif tanah di Kabupaten Hulu
Sungai Utara sebagian besar lebih dari 90 centimeter. Luas tanah yang
memiliki kedalam efektif lebih dari 90 cm di Kabupaten Hulu Sungai Utara
mencapal 78.700 Hektar. Kecamatan yang memiliki kedalaman tanah efektif
yang lebih dari 90 cm terbesar adalah kecamatan Danau Panggang. L uas tanah
yang memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm di kecamatan Danau
Panggang mencapai 22.449 hektar. Kecamatan yang memiliki kedalam efektif
tanah yang berkisar antara 30 sampai 60 cm hanya ada dua kecamatan yaitu
kecamatan Babirik dan Kecamatan Amuntai Selatan. Kecamatan yang
memiliki kedalaman efektif tanah 60 sampai 90 cm hanya satu yakni
Kecamatan Haur Gading.

Luas Tanah Menurut Kelas tekstur Tanah di Kabupaten Hulu Sungai
Utara sebagian besar adalah bertekstur halus. Luas tanah yang memiliki
tekstur tanah halus di kabupaten Hulu Sungal Utara mencapai 56.389 hektar.
Persentase kelas tanah tekstur halus di kabupaten Hulu Sungai Utara Sekitar
65% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kecamatan yang
memiliki tanah tekstur halus terluas adalah kecamatan Amuntai Selatan
dengan luas mencapai 15.051 hektar. Kecamatan yang memiliki luas terkecil



pada kelas tekstur tanah halus adalah kecamatan Paminggir yang hanya
memiliki luas tanah tekstur halus seluas 667 hektar. Tanah dengah kelas
tekstur kasar hanya ada di satu kecamatan yaitu kecamatan Haur Gading. Luas
lanah yang memiliki tekstur kasar di kecamatan Haur Gading mencapai 275
hektar.

Sepanjang tahun 2016, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami 219
kali hari hujan dengan jumlah curah hujan mencapa 4.301 mm. Rata-rata hari
hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 18 hari dalam sebulan. Rata-
rata curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai utara adalah 358,40 mm perbulan.

Kependudukan dan K etenagakerjaan
1. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan proyeksi
penduduk tahun 2016 sebanyak 228.528 jiwa yang terdiri atas 112.337 jiwa
penduduk laki-laki dan 116.191 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan
dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Hulu
Sungai Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen. Sementara itu
besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap
penduduk perempuan sebesar 96,69.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016
mencapai 256 jiwalkm2. Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup
beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Amuntai
Tengah dengan kepadatan sebesar 933 jiwalkm2 dan terendah di Kecamatan
Paminggir sebesar 52 jiwalKm2

2. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Hulu Sungai
Utara tahun 2016 mencapai 70.98 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) mencapai 3,14 persen. Dari 113.125 angkatan kerja, sebanyak 109.574

jiwa berstatus bekerja dan sisanya merupakan pengangguran.
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Angkatan kerja yang tingkat Pendidikan tertingginya SD atau sederajat
mencapai 6.768 jiwa dan penduduk yang tingkat Pendidikan tertingginya
diploma hanya sebanyak 2.483 jiwa.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, sebagian besar penduduk di
Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja di sektor jasa yaitu sebanyak 50.188
jiwa. Penduduk pengangguran sebagian besar Pendidikan tertingginya SMA
ke atas yaitu sebesar 53,34 persen.

3. IndeksPembangunan Manusia

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990,
pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-
pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan
yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu
pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang
dibutuhkan agar dapat hidup secaralayak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan
manusia berbasis sgjumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran
kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi
tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang
layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait
banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan
hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan
digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Adapun untuk mengukur dimens hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang
dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan
pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan
manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran
kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi
tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang
layak. Semakin besar maka semakin baik kualitas hidup. Pada 2014 IPM Hulu
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Sungai Utara dengan penghitungan metode baru mencapai 61,32. Naik
menjadi 62,49 pada 2015 dan terakhir pada 2016 berada pada posisi 63,38.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesegjahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan dergjat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang
rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,
dan program sosia lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi
dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan
hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan pada tahun
2016 dalam kisaran angka 62,71, yang sebelumnya pada tahun 2015 dikisaran
angka 62,49.

Persentase penduduk miskin menurun pada tahun 2016 menjadi 15.380
persen yang sebelumnya pada tahun 2015 dalam kisaran 15.940. Sama halnya
dengan indeks kedalaman kemiskinannya pada tahun 2016 yang mengalami
penurunan cukup besar menjadi 0,83 yang sebelumnya pada tahun 2015
dikisaran 1,13.

4.2. Profil , Vis-Mis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Deskrips Daerah

Pada tahun 2016, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 214 desa
dan 5 kelurahan. Jumlah Kelurahan dan desa di kabupaten Hulu Sungai Utara
tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Kecamatan
dengan Jumlah kelurahan atau desa paling banyak adalah kecamatan Sungal
Pandan. Kecamatan Sungai Pandan memiliki total 33 desa. Kecamatan yang
memiliki jumlah kelurahan atau desa paling sedikit adalah kecamatan
Paminggir. Kecamatan Paminggir hanya memiliki 7 desa.

Pada tahun 2016, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 1.026
Rukun Tetangga(RT). Kecamatan dengan jumlah RT paling banyak adalah
Kecamatan Amuntai tengah. Kecamatan Amuntai Tengah memiliki 162 RT.
Kecamatan yang memiliki jumlah RT paling sedikit adalah kecamatan
Paminggir yang hanya memiliki 47 RT.
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Pada tahun 2016, jumlah peraturan daerah yang di hasilkan oleh DPRD
kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 11 peraturan. Pada tahun 2015, jumlah
peraturan daerah yang di hasilkan olen DPRD kabupaten Hulu Sungal Utara
adalah 20 peraturan. Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan tahun 2016
lebih sedikit dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan pada tahun 2015.

Jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS) di kabupaten Hulu Sungai Utara
tahun 2016 mencapal 6.371 orang. Jumlah PNS perempuan sebanyak 3.174
orang dan jumlah PNS Laki-laki sebanyak 3.207 orang.

B. Vis Mis Kabupaten Hulu Sungai Utara

Visi

“Terwujudnya rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri

bernuansa Islami”

Misi

a. Mewujudkan Tata Pemerintahan Y ang Baik (Good Gover nance)

b. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sesuai Potensi Daerah
Khususnya Rawa dan Budaya L okal.

c. Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing di Era Globalisasi dengan
Tetap Mempertahankan Nilai-Nilal Religius Islam dan Kultur Budaya
Daerah.

d. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang
Sesual dengan K ebutuhan Masyarakat.

e. Membangun Infrastruktur Daerah Yang Terintegrass Dengan Sektor
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan.

f. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah
Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam.

Tujuan Dan Sasaran

Tujuan

a. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.

b. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa untuk peningkatan kesgahteraan
masyarakat.
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Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap duniakerja
Menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif
Meningkatkan deragjat kesehatan masyarakat

. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik

wilayah di daerah

. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya

alam/lahan yang berkelanjutan

Sasaran

a

T o 5 3

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel

Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

M eningkatnya pengel olaan lahan rawa secara berkel anjutan

Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian

Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan
berkualitas dan merata

Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah

. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

. Menurunnya persentase kemiskinan

Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan

. Meningkatnya kemandirian dan partisipass masyarakat dalam

pembangunan

. Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif

Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertagwa
Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan
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g. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman

r. Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi
pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan

s. Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya alam/lahan berupa
hamparan rawa yang terkelola dengan sangat memperhatikan kaidah
kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.

t. Terciptanyalingkungan yang bersih dan sehat.

Strategi Dan Kebijakan

a. Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah. Kebijakan
yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu penguatan Profesionalitas
aparatur pemerintah dan pemantapan kualitas fungs pemerintahan dalam
mel aksanakan urusan-urusan pemerintahan.

b. Strategi peningkatan sistem pemerintahan yang berkualitas, efektif dan
efisien. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu
memantapkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pembangunan.

c. Strategi pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan.
Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu meningkatkan
sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta pada proses kebijakan
pembangunan.

d. Strategi peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah.
Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu meningkatkan
penggalian terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dan
memantapkan manajemen pengel olaan keuangan daerah.

e. Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah.
Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu memantapkan
kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada
masyarakat dan memantapkan kualitas aparat pemberi layanan.

f. Strategi peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan
politik, penegakkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu meningkatkan
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kesadaran dan partisipass masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara dan meningkat sosialisasi produk hukum daerah dan aturan
perundaang-undangan yang berlaku.

g. Strategi pemantapan integrasi ekonomi antara sektor primer, sekunder dan
tersier. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:

Meningkatkan peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor
jasa swasta.

Menumbuhkan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan
pasar baik di daerah maupun luar daerah.

Meningkatkan  Kesgahteraan dan memberdayakan masyarakat
tani/nelayan.

h. Strategi pengembangan industri kecil, koperasi, pertanian dan kedaulatan
pangan, perdagangan, hotel, rumah makan serta sektor strategis lainnya.
Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:

Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal.
Meningkatkan investasi dan permodalan.

Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan
ekstensifikasi, serta diversifikasi dan rehabilitasi untuk mewujudkan
ketahanan pangan.

i. Strategi penciptaan lapangan kerja, daya saing tenaga kerja serta
perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Kebijakan yang ditempuh
untuk penerapan strategi ini, yaitu:

Menciptakan peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha
strategis yang dapat menyerap tenaga kerja.

Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, managjerial
usaha dan pemasaran produk.

Meningkatkan SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap
kerja.

j. Strategi percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan
MDG’s. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :

Meningkatkan perkembangan sektor sektor ekonomi produktif daerah.

Meningkatkan pengembangan unit-unit usaha berbasi skan pedesaan.
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Meningkatkan implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi

kemiskinan.

k. Strategi peningkatan mutu dan layanan pendidikan formal dan informal,

penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan.
K ebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :

Meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kependidikan serta
peningkatan kesgahteraan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah
terpencil.

Menyediakan sarana pendidikan yang | ebih bermutu dan memadai.
Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/sedergjat, SMP/sedergjat, dan
khusus untuk SMU/sedergjat berasal dari keluarga kurang mampu.
Membangun SMU/SMK di setiap kecamatan secara bertahap.
Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran yang berasal dari
daerah

Strategi pemantapan pemahaman dan pengamaan serta layanan
keagamaan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu
mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis dan meningkatkan
layanan keagamaan serta sarana prasarana keagamaan

m. Strategi penyediaan layanan sosial, pemuda, olahraga, budaya, seni dan

pariwisata. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:

Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang
masalah sosial.

Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana.

Meningkatkan peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam
pembangunan.

Melestarikan seni dan cagar budaya daerah.

Meningkatkan peran perempuan serta pengarusutamaan gender.

M el aksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera

n. Strategi peningkatan layanan serta pemerataan akses kesehatan. Kebijakan

yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:

Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
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Meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD
Pambalah Batung
Menjadikan RSUD Pambalah Batung sebagai rumah sakit rujukan lintas
daerah
Meningkatkan transparansi dalam pelayanan di RSU Pembalah Batung
Meningkatkan Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat
inap.
Meningkatkan kesgahteraan medis dan paramedis utamanya yang
bertugas di daerah terpencil.
0. Strategi  peningkatan infrastruktur wilayah, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur sosial lainnya. Kebijakan yang
ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :

Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
infrastruktur ~ kewilayahan,  ekonomi, pendidikan, kesehatan,
pemerintahan dan infrastruktur lainnya
Meningkatkan  pengembangan sarana prasarana  permukiman,
kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya.
Mewujudkan pengembangan wilayah Amuntai Baru sebagai alternatif
perluasan kota Amuntai.
Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan rehabilitasi
infrastruktur desa melalui dana stimulan gotong royong.

p. Strategi perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup serta ekosistem

rawa. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu:

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah
lingkungan.
Mewujudkan penataan ruang yang sesua dan mampu mewadahi
perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian.
Meningkatkan pengembangan dan konservas sumberdaya air untuk

mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan |ahan rawa.
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1 Pengantar

Survel ini mengambil sampel meliputi seluruh sampling pada Kantor
Kecamatan se- Hulu Sungai Utara dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagaimana disebutkan
pada bab 111 Metode Penelitian, responden diambil secara merata 40 responden di
unit analisis kantor kecamatan, dan 60 responden pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kemudian dalam riset ini disgikan keperluan apa sgja yang dilakukan masyarakat
terhadap unit-unit layanan pemerintah.

Pada survey ini disgikan karakteristik respoden dan kondis lingkungan
kantor pelayanan berdasarkan wawancara mendalam dan observasi |apangan disertai
dengan foto-foto dalam rangka memenuhi indicator yang tidak tercover dalam
indicator yang dibuat oleh Men-PAN RI yang dominan mensyaratkan pada aspek

interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

5.2 Profil Responden, IKM dan IHM

5.2.1. Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Harapan
Masyarakat (IHM) pada Kantor Kantor Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap
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